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Abstract. The development of digital technology has transformed concert ticket purchasing from conventional transactions
into electronic transactions conducted through digital platforms. In practice, online concert ticket purchase
agreements generally use standard clauses determined unilaterally by business actors, including no-refund clauses
that eliminate consumers' rights to receive refunds when concerts are canceled or rescheduled. This study aims to
analyze the legal validity of no-refund clauses in online concert ticket purchase agreements based on the Indonesian
Civil Code (KUHPerdata), Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 11 of 2008
as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). This
research employs a normatif juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that
although standard clauses are legally recognized and electronic agreements are considered valid once consumers
approve the terms and conditions, the implementation of no-refund clauses cannot be justified if they completely
eliminate consumers' rights to compensation. Such clauses have the potential to violate the principles of good faith,
fairness, proportionality, and consumer protection. Under Article 18 of the Consumer Protection Law, clauses that
transfer business actors' responsibilities to consumers may be declared null and void. Furthermore, the Civil Code
and the ITE Law emphasize that contractual freedom and electronic consent must still comply with the principles of
good faith and legal fairness. Therefore, no-refund clauses in online concert ticket purchase agreements cannot
automatically be considered legally valid merely because consumers have electronically agreed to them. The
validity of such clauses must be assessed based on consumer protection principles and the balance of rights and
obligations between the parties.
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Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem pembelian tiket konser dari transaksi konvensional
menjadi transaksi elektronik melalui platform digital. Dalam praktiknya, perjanjian pembelian tiket konser secara
daring umumnya menggunakan klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, termasuk klausula
no refund yang menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh pengembalian dana ketika konser dibatalkan atau
mengalami perubahan jadwal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula no refund dalam
perjanjian pembelian tiket konser secara daring berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun klausula baku
diakui keberadaannya dan perjanjian elektronik dianggap sah setelah konsumen menyetujui syarat dan ketentuanan
yang ditetapkan, penerapan klausula no refund tidak dapat dibenarkan apabila menghilangkan secara mutlak hak
konsumen untuk memperoleh ganti. Klausula tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip itikad baik, keadilan,
keseimbangan, dan perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum.
Selain itu, KUHPerdata dan Undang-Undang ITE menegaskan bahwa kebebasan berkontrak serta persetujuan
elektronik tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik dan kepatutan. Oleh karena itu, klausula no
refund dalam perjanjian pembelian tiket konser secara daring tidak dapat secara otomatis dianggap sah hanya
karena telah disetujui secara elektronik oleh konsumen, melainkan harus diuji berdasarkan prinsip perlindungan
konsumen dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Kata Kunci - klausula baku, klausula no refund, tiket konser daring, perlindungan konsumen, transaksi elektronik.
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|. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi terus melesat, di era serba digital kini membawa perubahan dan kemudahan bagi
kehidupan masyarakat khususnya pada pola transaksi di bidang industry hiburan[1]. Music merupakan dunia
hiburan yang banyak diminati hingga saat ini, music dikenal sejak zaman dahulu untuk perayaan, upacara
keagamaan, acara kerajaan, dizaman itu yang bisa menikmati music hanya beberapa masyarakat yang tinggalnya
berdekatan dengan kerajaan[1][2]. Namun di era saat ini, untuk menikmati pentas seni music bisa dimana saja dan
kapan saja, Jika sebelumnya untuk menikmati music harus melakukan pembelian tiket konser yang dilakukan
secara konvensional melalui loket fisik atau pembelian tiket wajib secara langsung ke lokasi, Kini transaksi tersebut
beralih ke sistem daring yang bisa dilakukan secara efisiensi, dimanapun dan kapanpun melalui platform digital.
Perbedaan ini mendorong terbentuknya perjanjian elektronik antara pelaku usaha dan konsumen yang pada
umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku (standard contrac)[3].

Di dalam praktiknya, perjanjian pembelian tiket konser secara daring ini seringkali memuat Klausula baku
berupa ketentuanan non refund dan pembatalan sepihak yang ditetapkan oleh pelaku usaha seperti konsumen tidak
memiliki ruang negosiasi, sehingga seluruh syarat ditentukan sepihak oleh pelaku usaha. Pola ini dikenal sebagai
Klausula sepihak sehingga konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh ketentuanan
perjanjian, kondisi ini mencerminkan lemahnya posisi tawar konsumen di dalam transaksi elektronik dan berpotensi
menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak, terutama apabila terjadi pembatan konser, perubahan
jadwal atau kebijakan sepihak dari penyelenggara yang merugikan konsumen secara finansial maupun non
finansial[4]. Dengan adanya Klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen pada dasarnya telah mendapat
perhatian dalam hukum positif Indonesia. UU PK No. 8 Thn 1999 secara tegas melarang pencantuman Klausula
baku tertentu yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha atau mengalihkan risiko kepada konsumen. Selain itu
pada pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,
sedangkan UU ITE No.11 Thn 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU ITE No.19 Thn 2016 mengharuskan para
pihak dalam transaksi elektronik untuk bertindak berdasarkan prinsip itikad baik[5].

Namun demikian, dalam praktik pembelian tiket konser secara online atau daring di Indonesia, penerapan
dalam Kketentuanan-ketentuanan tersebut masih menimbulkan perdebatan hukum, khususnya mengenai keabsahan
Klausula no refund dan pembatalan sepihak yang tetap diberlakukan oleh pelaku usaha[6]. Munculnya transaksi
elektronik di dalam sektor industri hiburan khususnya music telah mendorong munculnya beberapa kajian hukum
yang menyoroti perlindungan terhadap pembeli tiket konser. Sejumlah penelitian terdahulu mengungkap bahwa
praktik penyelenggaraan konser dan penjualan tiket secara daring kerap menimbulkan isu hukum karena terjadi
pembatalan acara, perubahan jadwal, atau gangguan sistem yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak sebagai
konsumen. Konteks tersebut konsumen kerap berada pada posisi yang lemah karena terikat pada perjanjian baku
yang disusun oleh pelaku usaha sehingga adanya batasan terhadap ruang menuntut keadilan[6].

Beberapa artikel membahas dan menyoroti praktik pembatalan konser secara sepihak oleh penyelenggara
tanpa disertai kepastian pengembalian dana kepada konsumen disebutkan bahwa adanya permasalahan pembatalan
tiket dalam Kasus Mafest Volume 3 yang digelar di kabupaten Malang Jawa Timur, bukan hanya pembatalan tiket
saja hamun juga pengunduran jadwal konser secara sepihak hingga akhirnya dibatalkan yang seharusnya
dijadwalkan pada tanggal 8 Maret 2024 diundur pada 17 April 2024, tanpa diikuti kejelasan dan ketepatan waktu
refund bagi konsumen yang telah membeli tiket sekitar Rp 105.000 per lembar untuk harga normal sehingga
menimbulkan rasa tertipu dan kerugian bagi mereka, lambannya respons dan komunikasi tidak transparan dari event
organizer antara lain beralasan akun media sosial diretas memperburuk ketidakpastian, padahal Pasal 19 UU 8/1999
mewajibkan pelaku usaha memberi ganti dalam waktu 7 hari, sehingga secara yuridis peristiwa ini mengilustrasikan
wanprestasi dan pelanggaran hak konsumen, sampai perlu difasilitasi pengaduan oleh kepolisian. Artikel tersebut
menunjukan bahwa sebagai konsumen yang telah memenuhi kewajiban pembayaran sebagai pelaku usaha tidak
segera memberikan kompensasi atau refund dengan berbagai alasan tertentu, sehingga menimbulkan kerugian
finasial dan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Secara normatif situasi tersebut dipandang sebagai pelanggaran
terhadap hak konsumen untuk memperoleh ganti sebagimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen,
serta dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi karena kewajiban utama pelaku usaha tidak terpenuhi[7].

Penelitian terdahulu menyoroti serta mengkaji pada kasus konser day 6, masalah yang dikeluhkan oleh
banyak pembeli yaitu yang pertama adanya kerugian yang dialami oleh para penonton karena tidak terbitnya tiket
ketika pembeli melakukan payment, kedua perubahan jadwal yang rencana awalnya diselengarakan Jakarta
International Stadium (JLS) berubah di Stadion Madya Bung karno, maka dari itu konsumen merasa sangat
dirugikan. Banyak ajuan Refund tiket namun respon oleh promotor lamban dan dilempar-lempar sehingga
menimbulkan geram karena banyak janji namun tidak sesuai realita pada lapangan, dan kerugian mencapai 4,6M.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
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(Ditjen PKTN) memanggil promotor konser Mecimapro, PT Global Tiket Network (tiket.com), dan Asosiasi
Promotor Musik Indonesia (APMI) terkait dengan pengaduan konsumen terhadap pembelian tiket konser Day6
World Tour Forever Young, Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang mengatakan Kemendag menindaklanjuti
pengaduan konsumen, khususnya pembeli tiket konser musik Day6, yang merasa dirugikan, Moga menekankan,
Ditjen PKTN akan mengawal proses pengembalian dana tiket konser ini serta melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaku usaha untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban konsumen. Kondisi tersebut
menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi konsumen, terutama karena transaksi dilakukan secara
digital dengan perjanjian baku yang posisi tawarnya tidak seimbang. Selain itu, penelitian juga menyoroti indikasi
kecurangan dalam transaksi elektronik serta lemahnya perlindungan konsumen dalam menghadapi klausula baku
dan praktik sepihak pelaku usaha dalam sistem transaksi daring[6].

Dalam kajian tersebut ditegaskan bahwa perjanjian elektronik telah sah dan mengikat sejak konsumen menyetujui
syarat dan ketentuanan serta melakukan pembayaran, sehingga pembatalan sepihak tanpa persetujuan konsumen dan
tanpa mekanisme pengembalian dana yang jelas bertentangan dengan prinsip itikad baik. Penelitian ini juga
menekankan bahwa posisi tawar konsumen dalam transaksi elektronik sangat lemah karena perjanjian disusun
dalam bentuk klausula baku yang bersifat (take it or leave it), sehingga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan
hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, beberapa kajian hukum kontrak dan perlindungan konsumen secara umum
menegaskan bahwa klausula baku yang membatasi atau meniadakan tanggung jawab pelaku usaha, khususnya
klausula yang menghapus hak konsumen atas pengembalian dana, termasuk dalam kategori klausula eksonerasi[8].

Klausula semacam ini dinilai bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan dalam hukum perjanjian, serta tidak
sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen yang menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi
dari penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha. Namun, kajian-kajian tersebut masih bersifat umum dan belum
secara spesifik mengkaji penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembelian tiket konser secara daring
sebagai kontrak elektronik.

Adapun penelitian terdahulu lainnya Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam
penyelenggaraan konser musik sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh |
Gusti Ngurah Wijaya Kusuma dan | Wayan Wiryawan (2023) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Akibat Pembatalan Konser Musik membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang
dirugikan akibat pembatalan konser yang dilakukan secara sepihak oleh penyelenggara serta bentuk penyelesaian
sengketa dan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada penyelenggara yang melanggar hak konsumen. Selain itu,
penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Purnamasari, Neni Sri Imaniyati, dan Makmur (2023) dengan judul
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Dalam Konser Musik KV Fest Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengkaji mengenai tanggung jawab pelaku usaha atau promotor
terhadap kerugian yang dialami konsumen serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada
pembeli tiket ketika terjadi pembatalan konser musik. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian
sebelumnya lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum konsumen akibat pembatalan konser, sedangkan
penelitian ini berfokus pada kepastian hukum dan tanggung jawab promotor terhadap wanprestasi yang terjadi
dalam pelaksanaan konser musik[9].

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan akibat
hukum pembatalan transaksi tiket, fokus kajian umumnya masih berada pada aspek wanprestasi atau perbuatan
melawan hukum setelah terjadinya pembatalan[1]. Penelitian-penelitian tersebut belum menempatkan klausula baku
no refund dan pembatalan sepihak sebagai objek utama analisis normatif sejak tahap pembentukan perjanjian.
Akibatnya, persoalan keabsahan klausula tersebut dalam perspektif hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan
transaksi elektronik belum dikaji secara komprehensif[10]. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
terdapat celah penelitian (research gap) terkait analisis normatif terhadap klausula baku no refund dan pembatalan
sepihak dalam perjanjian pembelian tiket konser secara daring[8]. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut
dengan mengkaji keabsahan klausula baku berdasarkan ketentuanan KUHPerdata, UUPK NO 8 THN 1999, serta
UU ITE. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menitikberatkan pada pengujian norma hukum, asas
itikad baik, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan
yang lebih adil bagi konsumen dalam transaksi pembelian tiket konser secara daring[8].

Kondisi tersebut menunjukan adanya urgensi akademik dan praktis untuk dilakukan penelitian hukum yang
secara khusus menganalisis keabsahan Klausula baku no refund dan pembatalan sepihak dalam perjanjian pembelian
tiket konser secara daring. Penelitian ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku
usaha, mencegah praktik perjanjian yang tidak seimbang. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam mendukung
prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam sector hiburan digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kesesuaian Klausula baku no refund dan pembatalan sepihak dalam perjanjian pembelian tiket konser
secara daring dengan ketentuanan KUHPerdata, UU perlindungan konsumen dan UU ITE melalui pendekatan
yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada pengujian norma hukum, asas itikad baik, serta keseimbangan hak
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dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan di atas, peniliti membuat rumusan masalah dalam penelitian sebagai
berikut. Apakah keabsahan klausula baku yang menyatakan "no refund" dalam perjanjian pembelian tiket konser
secara daring sesuai dengan UU No.8 Thn 1999, KUHPerdata pasal 1338 (2) dan UU ITE No0.11/2008 jo UU
N0.19/2016 pasal 17 ayat (2), kemudian dalam Aspek perlindungan hukum, hak apa yang diberikan kepada
konsumen terkait dengan Klausula baku yang menyatakan bahwa no refund dan dibatalkan sepihak, jika dilihat dari
sudut pandang UU NO. 8 THN 1999 Perlindungan Konsumen dan UU N0.11/2008 jo UU N0.19/2026 pembelian
tiket secara daring.

Il. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis yang berfokus pada analisis untuk menguraikan
dan menganalisis norma hukum positif Indonesia terkait validitas Klausula baku dalam perjanjian pembelian tiket
konser daring. Penulisan dan/ riset ini menggunakan 3 jenis bahan hukum terdiri dari Sumber bahan utama seperti
bahan hukum primer KUH Perdata Pasal 1338 ayat (2) terkait kesepakatan kedua belah pihak, Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dianalisis pada Pasal 1 (10) dan pasal 18, serta Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 17 ayat (2) terkait aturan transaksi elektronik. Sumber bahan
sekunder Sejumlah sumber yang dikutip untuk mendukung seperti kasus Mafest Volume 3, tulisan ilmiah, preseden
hukum, dan jurnal serta publikasi ilmiah yang relevan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni
Menyusun ,membaca serta mengumpulkan data, secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian .Hasilnya
akan dianalisis kemudian menarik kesimpulan pada temuan yang diperoleh.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Praktik Klausula Baku dalam Pembelian Tiket Konser Daring

Dalam penafsiran norma, tahap pertama analisis dilakukan dengan menguraikan fakta normatif yang menjadi suatu

objek kajian yaitu seperti praktik hukum sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam norma positif. Dalam
konteks penelitian ini fakta normatif yang dikaji adalah praktik penggunaan Klausula baku dalam perjanjian pembelian
tiket konser secara daring sebagai akibat dari perkembangan transaksi elektronik disektor hiburan.
Berdasarkan analisis terhadap suatu ketentuanan hukum yang berlaku serta adanya praktik kontraktual dalam transaksi
digital pembelian tiket konser secara daring pada umumnya dilakukan melalui perjanjian baku yang dirancang sepihak
oleh penyelenggara acara atau penyedia layanan atau disebut pelaku usaha. Kontrak tersebut disajikan dalam bentuk
syarat dan ketentuanan elektronik yang harus disetujui konsumen sebagai prasyarat untuk melanjutkan proses
pembayaran, persetujuan atas syarat dan ketentuanan di atas menyebabkan perjanjian elektronik dianggap telah terbentuk
dan mengikat oleh para pihak, meskipun konsumen tidak memiliki ruang untuk merundingkan atau negosiasi isi dalam
Klausula yang diterapkan[6].

Praktik perjanjian baku pembelian tiket konser secara daring memuat sejumlah Klausula yang bersifat dominan.
Klausula yang paling sulit dijumpai antara lain ketentuanan yang menegaskan bahwa tiket yang telah dibeli tidak dapat
dikembalikan dalam kondisi apapun termasuk no refund seperti Klausula yang memberikan kewenangan kepada
penyelenggara atau pelaku usaha untuk melakukan pembatalan maupun perubahan acara secara sepihak, keberadaan
Klausula-Klausula tersebut menjadi signifikan dari sudut pandang hukum karena berpotensi menciptakan
ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan berkontrak. Berdasarkan metode normatif
penggunaan Klausula baku memperoleh pengakuan dalam pasal 1 angka (10) UUPK NO8/THN1999 yang mendefisikan
Klausula baku sebagai ketentuanan atau syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha serta
diberlakunya secara mengikat bagi konsumen. Namun begitu pengakuan normatif di atas tidak serta merta membenarkan
penerapan Klausula baku yang menghilangkan dan membatasi hak-hak konsumen secara substansial khususnya apabila
Klausula tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang dalam perjanjian (berkontrak).

Peraturan tersebut menunjukan bahwa penggunaan Klausula baku tidak dilarang namun isi dan penerapannya harus tetap
tunduk pada prinsip perlindungan konsumen dan keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian. Dalam transaksi
elektronik penggunaan perjanjian baku menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah karena tidak adanya ruang
untuk melakukan negosiasi atas suatu isi perjanjian atau yang bersifat menerima atau menolak (take it or leave it)[8].
Karakteristik perjanjian elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik tanpa pertemuan fisik sebagaimana diatur
dalam UU ITE semakin memperkuat kebutuhan akan penerapan suatu prinsip yaitu prinsip itikad baik dalam setiap tahap
transaksi, oleh karena itu Klausula baku seperti norefund dan pembatalan sepihak perlu dianalisis lebih lanjut untuk
menilai kesesuaiannya dengan asas itikad baik serta perlindungan hukum bagi konsumen. Uraian di dalam subbab berikut
ini berfungsi sebagai dasar normatif untuk memasuki analisis yuridis pada subbab berikutnya. Selanjutnya penelitian ini
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akan memfokuskan pembahasan pada pengujian keabsahan Klausula baku no refund dan pembatalan sepihak dalam
perjanjian pembelian tiket konser secara daring berdasarkan ketentuanan KUHPerdata, UUPK, serta UUITE guna
menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan[11].

B. Keabsahan Klausula Baku No Refund dalam Perjanjian Pembelian Tiket Konser Daring

b.1 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Secara normatif analisis terkait keabsahan suatu Klausula perjanjian dilalui dengan tahapan pengujian norma
hukum positif yang berlaku serta penilaian terhadap sesuai atau tidaknya dengan asas dan prinsip hukum. Dalam
konteks perjanjian pembelian tiket konser secara daring Klausula baku yang tersebut ketika menyatakan bahwa tiket
yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau disebut no refund perlu diuji berdasarkan ketentuanan UUPK
NOB8/THN1999 sebagai lex spesialis (aturan hukum yang bersifat khusus) dalam hubungan hukum antara pelaku
usaha dan konsumen, secara normatif ketentuanan ini memberikan pengakuan terhadap keberadaan Klausula baku
namun sekaligus menetapkan batasan tegas terhadap isi dalam Klausula tersebut[11].

Ada beberapa ketentuanan, dalam berkontak yang diatur di dalam UUPK NOS8/THN1999 yang harus
dipenuhi dan diperhatikan disebutkan di dalam ketentuanan ini konsumen adalah orang yang memakai barang/jasa
yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan sendiri/orang lain pasal 1 ayat (2) sedangkan pelaku usaha adalah
setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan dalam wilayah NKRI, baik sendiri/bersama sama melalui
perjanjian penyelenggaraan kegitan usaha dalam bidang ekonomi pasal 1 ayat (3). Klausula baku juga disebutkan
Klausula baku adalah suatu aturan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku
usaha yang bersifat mengikat dan wajib untuk dipenuhi oleh konsumen pasal 1 ayat (10), dalam pembelian tiket
konser secara daring dilihat dari ketentuanan pada pasal 1 ayat (10) Klausula baku yang menyatakan no refund pada
dasarnya boleh dicantumkan sebagai bagian dari syarat dan ketentuanan transaksi.

Namun terdapat syarat yang harus diperhatikan yang pertama disebutkan pada Pasal (4) huruf [c] bahwa
konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, dan jujur untuk mengetahui kondisi jaminan barang
atau jasa[1l]. Dalam pembelian tiket konser secara daring, pelaku usaha wajib menjelaskan secara transparan
mengenai ketentuanan refund, kondisi pembatalan konser, hak konsumen jika acara tidak terlaksana. Apabila klausula
no refund tidak dijelaskan secara jelas atau menyesatkan, maka hal tersebut melanggar hak konsumen. Syarat yang
kedua ketentuanan pada pasal (4) huruf [h] Konsumen berhak memperoleh kompensasi, ganti, atau penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Jika konser dibatalkan atau tidak
terlaksana, konsumen berhak memperoleh pengembalian dana (refund), penggantian tiket, atau kompensasi lain,
Klausula no refund yang menghapus hak konsumen tersebut dapat bertentangan dengan ketentuanan ini. Sesuai
dengan prinsip yang disebutkan dalam UUPK NOS8/THN1999 sebagai pelaku usaha yang mempunyai dan
menjalankan usahannya wajib beritikad baik seperti yang diatur dalam Pasal (7) huruf a, prinsip ini berarti dalam
memuat perjanjian dengan konsumen pelaku usaha tidak boleh memuat ketentuanan seperti merugikan konsumen
secara sepihak, menghilangkan hak konsumen, atau membebaskan pelaku usaha dengan tanggungjawabnya, dalam
hal pembelian tiket secara daring pelaku usaha sebagai penyelenggara acara memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa konser terlaksana sesuai dengan jadwal awal (perjanjian), apabila terjadi pembatalan atau
perubahan tanggal acara yang mengakibatkan konsumen tidak memperoleh hak dan manfaat jasa sesuai dengan yang
diperjanjikan, maka pelaku usaha berkewajiban memberikan pengembalian dana atau bentuk kompensasi lainnya.
Oleh karena itu Klausula no refund yang membebaskan pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7UUPK. Adanya
larangan pencantuman Klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha diatur pada
pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, selanjutnya di dalam pasal 8 ayat 1 huruf [g] melarang Klausula yang menyatakan
tunduknya konsumen pada peraturan tambahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dikemudian hari.
Penerapan Klausula tersebut dalam perjanjian pembelian tiket konser secara daring pada dasarnya berimplikasi pada
hilangnya hak konsumen untuk memperoleh pengembalian dana terutama apabila pembatalan atau perubahan acara
terjadi akibat kelalian maupun keputusan sepihak dari pelaku usaha[12].
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Tabel 1 Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

NO | Jenis Syarat Nilai Unsur Dasar Pasal Terpenuhi/ Analisis
UUPK Tidak
Terpenuhi
Subjek Status transaksi Pasal 1 ayat Terpenuhi Pembeli merupakan konsumen karena menggunakan jasa hiburan untuk
Hukum konsumen 2) kepentingan pribadi dan bukan untuk diperdagangkan, oleh karena itu
konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan
UUPK.
Subjek Status pelaku usaha Pasal 1 ayat Terpenuhi Penyelenggara/ platform penjualan tiket merupakan pelaku usaha, oleh
hukum ®3) karena itu pelaku memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan
kepada konsumen.
Bentuk Keberadaan Klausula Pasal 1 Terpenuhi Ketentuanan terms and conditions merupakan Klausula baku karena
perjanjian baku ayat(10) dibuat terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan mengikat
konsumen setelah disetujui.
Hak Hak memperoleh Pasal 4 Bergantung Sebagai pelaku usaha wajib memberikan informasi jelas mengenai
konsumen informasi yang jelas huruffc] pada praktik ketentuanan refund, pembatalan konser dan hak konsumen apabila tidak
dan jujur terlaksananya acara, jika Klausula no refund tidak dijelaskan secara
transparan maka telah melanggar pasal ini.
Hak Hak memperoleh Pasal 4 Tidak Jika konser dibatalkan/ tidak terlaksana konsumen berhak memperoleh
konsumen kompensasi& ganti huruffh] terpenuhi jika | refund/ kompensasi lain, Klausula no refund yang menghapus hak
diterapkan tersebut dapat bertentangan dengan pasal ini.
mutlak
Kewajiban Prinsip itikad baik Pasal 7 Tidak Pelaku usaha wajib bertindak itikad baik dalam menyusun perjanjian,
pelaku usaha dalam usaha huruf{a] terpenuhi jika | Klausula no refund yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung
merugikan jawab dapat dinilai melanggar prinsip itikad baik.
konsumen
Larangan Larangan pengalihan Pasal 18 Tidak Klausula no refund yang membebankan seluruh resiko kerugian kepada
Klausula tanggung jawab ayat(1) terpenuhi jika | konsumen merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
baku huruf{a] berlaku mutlak
Larangan Larangan tunduk Pasal 18 Berpotensi Jika pelaku usaha dapat mengubah aturan refund/ ketentuanan konser
Klausula pada aturan tambahan ayat(1) tidak terpenuhi | secara sepihak, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuanan ini.
baku sepihak huruf[g]
Akibat Status hukum Pasal 18 ayat Tidak Klausula baku yang bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dinyatakan
hukum Klausula baku yang 3) mengikat batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat bagi
melanggar konsumen.

Berdasarkan tabel di atas, Klausula baku no refund yang secara mutlak meniadakan hak konsumen atas ganti
tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen karena Klausula ini pada hakikatnya mengalihkan tanggung
jawab pelaku usaha kepada konsumen dan menghapus mekanisme pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul.
Doktrin hukum dalam ketentuanan ini Klausula membatasi dan menghapus tanggung jawab pelaku usaha dikenal
sebagai Klausula eksonerasi yang keberadaannya harus dibatasi karena berpotensi menimbulkan suatu
ketidakseimbangan kedudukan oleh para pihak dalam perjanjian. Konsumen yang pada umumnya tidak memiliki
posisi tawar dalam proses pembentukan perjanjian menjadi pihak yang sangat dirugikan oleh penerapan Klausula ini,
oleh karena itu pencantuman Klausula no refund dalam perjanjian tiket konser secara daring tidak dapat diterima
begitu saja namun harus dinilai secara ketat dengan pertimbangan sebab terjadinya pembatalan dan perubahan secara
tersedia bentuk kompensasi yang adil bagi konsumen, tanpa ada mekanisme perlindungan yang memadai Klausula
tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan hukum perlindungan yang memadai karena Klausula tersebut
berpotensi bertentangan dengan prinsip dan tujuan hukum perlindungan konsumen yaitu menciptakan keseimbangan
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antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen[13]. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian
terdahulu di atas antara lain penelitian yang ditulis oleh apriani rumondor (2024) mengenai pembatalan konser mafest
volume 3 yang menunjukan bahwa pembatalan konser tanpa kepastian dan ketepatan waktu pengambilan dana
merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen dan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, demikian juga dalam
penelitian nur haliza (2025) menegaskan bahwa pembatalan perjanjian pembelian tiket secara elektronik dilakukan no
refund oleh pihak pelaku usaha bertentangan dengan ketentuanan UUPK dan menimbulkan ketidakpastian hukum
bagi konsumen[14]. Berdasarkan pengujian suatu norma serta pendapat doktrin dan perbandingan penelitian terdahulu
tersebut dapat dinilai bahwa Klausula baku no refund dalam kontrak pembelian tiket konser secara mutlak dan tanpa
pengecualian. Klausula demikian berpotensi dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3)
UUPK sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat bagi konsumen[15][12].

b.2 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Klausula baku menurut KUHPerdata merupakan ketentuanan yang diatur dalam perjanjian yang telah
ditetapkan sejak awal oleh salah satu pihak dan berlaku mengikat bagi para pihak sepanjang memenuhi syarat sah
dalam perjanjian, disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menjadi syarat sah yaitu yang pertama adanya
kesepakatan para pihak, kedua kecakapan (artinya sudah dewasa, tidak dalam pengampuan, dan tidak dilarang oleh
undang-undang), Objek tertentu (artinya harus jelas, dapat ditentukan seperti barang, jasa, hak dan kewajiban), Sebab
halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum)[16].

Analisis normatif berdasarkan ketentuanan umum hukum perjanjian seperti dalam kitab Undang undang
Hukum Perdata suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320
KUHPerdata. Konteks pembelian tiket konser secara daring ini pada prinsipnya telah memenuhi keempat syarat
tersebut dan melahirkan perjanjian elektronik antara pelaku usaha dengan konsumen karena kesepakatan dianggap
tercapai ketika Consensus/kesepakatan para pihak, kesepakatan tercapai ketika konsumen menyetujui syarat dan
ketentuanan elektronik (terms and conditions), Capax capacity/kecakapan menurut hukum ini sudah memiliki
identitas KTP agar bisa melakukan pemesanan tiket konser, Objek certain objek/objek perjanjian berupa tiket hiburan
untuk penyelenggaraan konser, dan Lawful cause/sebab halal karena perjanjian ini tidak bertentangan dengan
hukum[17]. Analisis dalam pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila
berlawanan dengan kesusilaan baik/ketertiban umum, pasal 1337 KUHPerdata ini berkaitan dengan sebab halal atau
Klausula yang sah dalam suatu perjanjian artinya suatu perjanjian hanya dianggap sah apabila tujuan atau isi
perjanjian tidak bertentangan dengan UU kesusilaan maupun ketertiban umum, dalam praktik perjanjian pembelian
tiket konser secara daring Klausula baku yang menyatakan no refund perlu diuji berdasarkan ketentuanan pasal 1337
KUHPerdata, apabila Klausula-klausula tersebut digunakan untuk menghilangkan hak konsumen secara mutlak
seperti ketika konser dibatalkan oleh penyelenggara tetapi konsumen tetap tidak mendapatkan pengembalian dana,
maka Klausula tersebut berpotensi dianggap bertentangan dengan bertentangan dengan ketentuanan hukum yang
melindungi konsumen, seperti dalam UU NO 8/1999 Tentang perlindungan konsumen, jika suatu Klausula
bertentangan dengan hukum atau merugikan konsumen secara tidak wajar maka Klausula tersebut dapat dinilai tidak
memiliki Klausula yang halal dan berpotensi dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum[11]. Selanjutnya Analisis
dalam pasal 1338 KUHPerdata juga menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Disebutkan dalam pasal
1338 KUHPerdata Ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka
yang membuatnya, ayat ini menunjukan adanya asas kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah para pihak
membuat perjanjian dan isi perjanjian yang ditetapkan mengikat seperti UU bagi mereka dan itu terjadi ketika
konsumen menyetujui syarat ketentuanan termasuk Klausula baku, maka secara hukum perjanjian tersebut mengikat
keduanya[18]. Pada pasal 1338 KUHPerdata Ayat (2) menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali
selain dengan kesepakatan kedua belah pihak/ karena alasan UU yang menyatakan cukup untuk itu. Disebutkan dalam
pasal 1338 KUHPerdata Ayat (3) bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik yang berarti pelaku
usaha tidak boleh membuat Klausula yang merugikan konsumen secara tidak wajar, seperti no refund yang
menghilangkan hak konsumen ketika konser tidak digelar sesuai jadwal atau dibatalkan. Dilihat dari pasal 1339
KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan
di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian tersebut, analisis di dalam ketentuanan ini
walaupun dalam perjanjian tercantum Klausula no refund tetapi berdasarkan asas kepatutan dan perlindungan
konsumen, konsumen tetap dapat menuntut pengembalian dana apabila konser dibatalkan, pelaku usaha tidak
memenuhi kewajibannya atau terjadi wanprestasi jadi menurut ketentuanan ini perjanjian tidak hanya sebatas pada
apa yang tertulis dalam kontrak, namun juga mencakup hal yang dianggap wajar menurut kepatutan (keadilan dan
kelayakan), kebiasaan yang berlaku dalam praktik masyarakat atau dunia usaha serta ketentuanan UU[19]. Praktik
Klausula no refund tidak dapat dilihat hanya dari apa yang tertulis dalam syarat dan ketentuanan transaksi,
berdasarkan pasal 1339 KUHPerdata perjanjian tersebut juga harus memperhatikan asas dan ketentuanan hukum
termasuk dalam ketentuanan UU NOS8/THN1999 tentang perlindungan konsumen, apabila konser dibatalkan oleh
penyelenggara sehingga konsumen tidak memperoleh manfaat jasa sebagaimana diperjanjikan maka menurut prinsip
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kepatutan dalam pasal 1339 KUHPerdata karena berpotensi menghilangkan hak konsumen atas ganti. Selanjutnya
bunyi pada pasal 1243 KUHPerdata yang mengatakan penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi
perikatannya, tetap melalaikannya atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya, artinya bahwa pihak yang dirugikan dalam perjanjian dapat
menuntut ganti apabila pihak lain tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi setelah terlebih dahulu dinyatakan
lalai, ketentuanan ini digunakan ketika tidak digelarnya konser sesuai jadwal atau batal, tiket tidak dapat digunakan
atau penyelenggara tidak memenuhi kewajibannya[20][21].

Tabel 2 Perbandingan pengaturan Klausula baku no refund dalam KUHPerdata

Jenis Syarat Unsur Syarat Dasar Terpenuhi / Analisis
Pasal Tidak
Syarat sah perjanjian Kesepakatan Pasal 1320 Terpenuhi Kesepakatan dianggap terjadi ketika konsumen menyetujui terms and
(Subjektif) para pihak KUHPerdata secara formil conditions dan melakukan pembayaran tiket konser secara daring.
Namun klausula no refund merupakan klausula baku yang ditetapkan
sepihak oleh pelaku usaha tanpa ruang negosiasi bagi konsumen (take
it or leave it). Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi
para pihak sehingga unsur kesepakatan bebas menjadi lemah
meskipun secara formil tetap dianggap terpenuhi.
Syarat subjektif Kecakapan para Pasal 1320 Terpenuhi Pelaku usaha sebagai penyelenggara konser merupakan badan usaha
pihak KUHPerdata yang sah dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan kegiatan
usaha. Konsumen sebagai pembeli tiket pada umumnya merupakan
orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan,
sehingga memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian.
Syarat objektif Objek tertentu Terpenuhi Objek perjanjian dalam pembelian tiket konser adalah jasa hiburan
Pasal 1320 berupa penyelenggaraan konser serta hak konsumen untuk
KUHPerdata menghadiri acara tersebut. Objek tersebut jelas dan dapat ditentukan
sehingga memenuhi unsur objek tertentu dalam hukum perjanjian.
Syarat Objektif Sebab yang halal | Pasal 1320 jo 1337 Berpotensi Klausula no refund yang diberlakukan secara mutlak dapat
KUHPerdata tidak terpenuhi | menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak,
karena konsumen tidak dapat memperoleh pengembalian dana
meskipun konser dibatalkan atau terjadi kesalahan dari pihak
penyelenggara. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan asas
keadilan, kepatutan, dan itikad baik dalam perjanjian.
Asas kebebasan Perjanjian Pasal 1338 ayat (1) Terpenuhi Setelah konsumen menyetujui syarat dan ketentuanan pada platform
berkontrak mengikat sebagai KUHPerdata secara formal | pembelian tiket perjanjian tersebut secara hukum mengikat para pihak
UU bagi seperti UU Namun keberlakuannya tetap harus memperhatikan
keduanya ketentuanan hukum lain yang melindungi konsumen.
Prinsip perubahan Perjanjian tidak | Pasal 1338 ayat (2) Berpotensi Apabila pelaku usaha membatalkan konser secara sepihak tetapi tetap
(pembatalan dapat ditarik KUHPerdata tidak terpenuhi | memberlakukan klausula no refund maka tindakan tersebut dapat
perjanjian) secara sepihak bertentangan dengan prinsip bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan
sepihak tanpa alasan yang sah menurut undang-undang.
Asas itikad baik Perjanjian harus | Pasal 1338 ayat (3) Dapat Pencantuman klausula no refund yang menghapus seluruh tanggung
dilakukan KUHPerdata dilanggar jawab pelaku usaha terutama ketika konser dibatalkan oleh
dengan itikad penyelenggara, dapat dianggap tidak memenuhi asas itikad baik
baik karena menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban kedua
pihak.
Prinsip kepatutan dan Perjanjian juga 1339 KUHPerdata Tidak Walaupun klausula no refund dicantumkan dalam kontrak
kebiasaan mengikat pada semuanya pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kepatutan dan
hal kepatutan terpenuhi perlindungan konsumen, jika konser dibatalkan dan konsumen tidak
dan kebiasaan memperoleh manfaat jasa maka berdasarkan prinsip kepatutan
konsumen tetap dapat menuntut pengembalian dana.
Wanprestasi dang ganti Kewajiban Pasal 1243 Terpenuhi jika konser tidak terlaksana/pelaku usaha tidak memenuhi
rugi mengganti KHUPerdata sebagai dasar | kewajibannya maka kondisi tersebut dapat di kategorikan sebagai
kerugian akibat tuntutan wanprestasi, berdasarkan pasal ini konsumen berhak menuntut
tidak penggantian biaya kerugian/ kompensasi atas kerugian yang dialami
dipenuhinya
perikatan
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Berdasarkan analisis di atas perjanjian pembelian tiket konser secara daring pada dasarnya telah memenuhi
unsur syarat subjektif dan objektif secara formil, namun keberadaan Klausula baku no refund dapat menimbulkan
ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen sehingga berpotensi tidak memenuhi
prinsip sebab halal serta asas keadilan dan itikad baik dalam berkontrak. Namun demikian pemenuhan syarat sah
perjanjian secara formil tersebut tidak serta merta menjadikan seluruh isi perjanjian termasuk Klausula baku no refund
sah dan dapat dibenarkan secara hukum[10]. Dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata mengandung dua prinsip
penting pertama asas kebebasan berkontrak artinya para pihak bebas membuat isi perjanjian hamun kebebasan ini
harus memperhatikan keadilan, kepatutan, dan itikad baik, prinsip yang kedua perjanjian harus dilakukan dengan
itikad baik yang disebutkan dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik, ketentuanan ini menempatkan asas itikad baik sebagai parameter normatif dalam
menilai tidak hanya pelaksanaan tapi juga substansinya dalam perjanjian, termasuk Klausula yang disusun secara
sepihak dalam perjanjian baku[22]. Dalam konteks no refund penerapan Klausula secara mutlak menunjukan pelaku
usaha menghindari tanggung jawab dan seluruh resiko kerugian dibebankan kepada konsumen, apabila Klausula ini
diberlakukan tanpa pertimbangan penyebab pembatalan konser atau kesalahan penyelenggara maka Klausula tersebut
melanggar asas itikad baik. Dilihat dari pasal 1139 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat
terhadap apa yang secara tegas diperjanjikan tapi juga terhadap suatu hal yang menurut kepatutan, kebiasaan, UU
harus dianggap termasuk dalam perjanjian, dalam praktik seperti pada kasus konser Day6 bahwa konsumen berhak
memperoleh pengembalian dana apabila acara tidak digelar atau tidak terlaksana atau tidak sesuai dengan perjanjian
awal, apakah Klausula no refund diberlakukan secara mutlak tanpa mempertimbangkan keadaan tersebut maka
Klausula ini dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip kepatutan dan keseimbangan dalam hubungan berkontrak,
ketentuanan ini menunjukan bahwa meskipun Klausula tersebut dicantumkan secara tertulis dalam perjanjian
keberlakuannya tetap dapat dibatasi apabila bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum perjanjian. Sah atau
tidaknya perjanjian secara formil tidak serta merta membenarkan seluruh ketentuanan yang dimuat di dalamnya
apabila ketentuann tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak [22].

Perkembangan doktrin hukum perdata ditegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak lagi dipahami secara
absolut, hukum kontrak modern menempatkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sebagai unsur penting
dalam menilai legitimasi suatu Klausula perjanjian. Oleh karena itu Klausula yang disusun secara sepihak dan
berakibat pada pembatasan atau penghapusan hak salah satu pihak dapat dinilai tidak patut, meskipun secara formal
telah disepakati. Prinsip ini menjadi relevan dalam perjanjian baku yang tidak memberi ruang negosiasi bagi
konsumen. Klausula baku no refund dalam perjanjian pembelian tiket konser secara daring ini secara praktik
cenderung melindungi kepentingan pelaku usaha secara sepihak karena meniadakan hak konsumen untuk memperoleh
pengembalian dana dalam berbagai kondisi, apabila Klausula tersebut diberlakukan tanpa pembedaan sebab terjadinya
pembatalan dan perubahan acara baik akibat kelalaian pelaku usaha, kondisi maupun faktor lainnya, maka Klausula
tersebut berpotensi menempatkan seluruh resiko kerugian pada konsumen. Kondisi demikian tidak sejalan dengan
asas kepatutan dan keadilan karena sebagai konsumen tetap menanggung kerugian meskipun kewajiban utama pelaku
usaha tidak terpenuhi, selain itu Klausula no refund yang bersifat mutlak juga menimbulkan suatu yaitu
ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Di lain sisi ini pelaku usaha memperoleh kepastian keuntungan dan
pembebasan dari tanggung jawab finansial sementara sisi lain pada konsumen kehilangan hak untuk menuntut
pengembalian dana meskipun mengalami kerugian nyata. Kondisi tersebut menunjukan adanya ketidakseimbangan
dalam hubungan berkontrak yang tidak sejalan dengan prinsip itikad baik sebagaimana menjadi landasan pelaksanaan
perjanjian menurut KUHPerdata[23]. Yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan ini menghendaki agar hak dan
kewajiban para pihak ditempatkan secara proporsional yang dimana agar tidak ada pihak yang dirugikan secara
sepihak. Namun dalam perjanjian baku pembelian tiket konser secara daring ini sebagai konsumen pada umumnya
tidak memiliki kesempatan untuk memengaruhi isi perjanjian karena seluruh ketentuanan telah ditetapkan terlebih
dahulu oleh pelaku usaha, keadaan tersebut mengakibatkan Klausula no refund tidak lahir dari proses kesepakatan
yang setara melainkan dari penerimaan konsumen terhadap syarat dan ketentuanan yang bersifat sepihak.
Karakteristik perjanjian baku tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan memperkuat alasan
normatif bahwa Klausula no refund harus dinilai secara ketat[10].

Oleh karena itu pengujian terhadap Klausula tersebut tidak hanya bertumpu pada adanya persetujuan formal
namun juga harus mempertimbangkan terpenuhinya prinsip keadilan serta keseimbangan dalam hubungan berkontrak,
berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun perjanjian pembelian tiket konser secara daring
secara formil sah menurut pasal 1320 KUHPerdata. Klausula baku no refund tetap dapat dinyatakan tidak sah atau
tidak mengikat apabila melanggar asas itikad baik, kepatutan dan menimbulkan ketidakseimbangan hak dan
kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, KUHPerdata memberikan dasar normatif yang kuat untuk menilai dan
membatasi keberlakuan Klausula baku no refund dalam perjanjian elektronik[24].
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b.3 Ditinjau dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo
Undang-Undang 19/Thn2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Analisis normatif terhadap ketentuanan UU UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Jo UU
NO19/THN2016 ITE memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan transaksi elektronik di indonesia[25].
Dalam pembahasan perjanjian pembelian tiket konser secara daring ini terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha
dan konsumen merupakan bagian dari transaksi elektronik yang sah dan diakui secara hukum. Analisis yang pertama
disebutkan pada pasal 1 angka (2) bahwa yang disebut transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan
dengan menggunakan komputer jaringan komputer atau media elektronik lainnya, selanjutnya disebutkan dalam pasal
1 angka (17) bahwa kontrak elektronik merupakan suatu perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem
elektronik[18]. Praktik dalam transaksi pembelian tiket konser melalui aplikasi atau platform digital termasuk dalam
kategori transaksi elektronik karena dilakukan melalui sistem elektronik dan internet oleh karena itu hubungan hukum
antara pelaku usaha dan konsumen dengan pilihan terms and conditions yang disetujui oleh konsumen sebelum
pembayaran dan terbentuklah kontrak elektronik maka kedua belah pihak ini harus tunduk pada ketentuanan ini.
Analisis selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) informasi elektronik atau dokumen cetak elektronik merupakan bukti yang
sah, dalam praktik pembelian tiket secara daring ini dokumen yang sah adalah e-tiket, email konfirmasi, bukti
pembayaran syarat dan ketentuanan elektronik. Pada pasal 9 UU ITE disebutkan bahwa pelaku usaha yang
menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang jelas, lengkap dan benar berkaitan
dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan, maka dari itu pelaku usaha wajib menjelaskan secara
jelas mengenai Klausula no refund jika informasi tidak disampaikan secara transparan atau menyesatkan maka pelaku
usaha dianggap melanggar kewajiban dalam transaksi elektronik. Selanjutnya pada pasal 17 ayat (1) disebutkan
bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat, karena dalam transaksi
pembelian tiket secara daring ini merupakan transaksi dalam ruang lingkup privat antara pelaku usaha dan konsumen
yang diakui oleh hukum. Pasal 17 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa para pihak yang melakukan transaksi
elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan pertukaran informasi selama transaksi berlangsung,
yang berarti dalam transaksi pembelian tiket konser secara daring sejak tahap pembentukan kontrak, pelaku usaha
wajib memberikan informasi yang jelas, tidak menyembunyikan risiko dan tidak memanfaatkan posisi dominan,
klausula no refund yang dirumuskan secara sepihak dan sulit dipahami konsumen berpotensi melanggar prinsip itikad
baik dalam transaksi elektronik. Ketentuanan ini menunjukkan bahwa asas itikad baik tidak hanya relevan dalam
tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak tahap pembentukan perjanjian elektronik termasuk dalam perumusan
dan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha. Selain itu disebutkan juga pada pasal 18 ayat (1) ketentuanan ini
menyatakan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian
sebagaimana diatur dalam ketentuanan perundang-undangan[25]. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa para pihak
memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya,
pasal ini dapat dianalisis apabila transaksi tiket konser melibatkan promotor asing, platform internasional dan konser
internasional lintas negara. Analisis selanjutnya pada pasal 19 UU ITE para pihak yang melakukan transaksi
elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati, dalam pembelian tiket konser secara daring
platform penjualan tiket wajib menyediakan sistem elektronik yang aman dan dapat digunakan secara layak oleh
konsumen, termasuk dalam penyampaian informasi mengenai refund dan pembatalan acara. Keabsahan kontrak
elektronik termasuk Klausula no refund tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian dan tidak dapat
dilepaskan dari kewajiban beritikad baik serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi
elektronik, meskipun kontrak elektronik sah secara formal karena adanya persetujuan elektronik, keabsahan substansi
Klausula tetap harus diuji terhadap hukum perjanjian, serta menggunakan asas itikad baik dan perlindungan
konsumen, dengan demikian persetujuan elektronik tidak otomatis melegitimasi Klausula yang merugikan
konsumen[26].

Praktik pembelian tiket konser secara daring di platfrom digital seperti Tix.id atau Tiket.com adanya
persetujuan antara konsumen dan pelaku usaha terbentuk melalui kontrak elektronik, proses terbentuknya perjanjian
biasanya terjadi melalui beberapa tahapan yang pertama yaitu konsumen memilih acara atau konser yang ingin
ditonton, selanjutnya konsumen memilih jumlah tiket dan kategori tempat duduk, ketiga sistem menampilkan syarat
dan ketentuanan terms and conditions yang harus disetujui oleh konsumen, keempat konsumen menekan tombol
setuju atau | agree terhadap syarat dan ketentuanan tersebut, dan yang terakhir konsumen melakukan pembayaran
melalui metode pembayaran elektronik, pada saat konsumen menyetujui syarat dan ketentuanan serta melakukan
pembayaran melalui metode pembayaran, maka perjanjian elektronik antara konsumen dan pelaku usaha dianggap
telah terjadi[27]. Secara hukum dalam berkontak terutama kontrak elektronik dalam pembelian tiket konser secara
daring dianggap sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata pasal 1320
seperti kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu dan sebab halal. Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas,
perjanjian pembelian tiket konser secara daring pada dasarnya sah serta mengikat para pihak sesuai dengan
ketentuanan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
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UU No. 19/thn2016 Tentang perubahan atas UU ITE. Namun yang terjadi di lapangan mengenai ketentuanan no
refund lazim dimuat dalam syarat dan ketentuanan elektronik yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha atau
penyedia platform digital. Konsumen pada umumnya hanya dapat menerima atau menolak keseluruhan kontrak tanpa
diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan maupun melakukan penyesuaian atas isi Klausula. Pola hubungan
berkontrak semacam ini menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan membuka peluang terjadinya praktik
yang tidak selaras dengan prinsip itikad baik dalam transaksi elektronik, pemberlakuan Klausula no refund secara
mutlak berpotensi mengabaikan kewajiban pelaku usaha untuk bertindak secara jujur dan adil, khususnya ketika
pembatalan atau perubahan jadwal konser yang terjadi akibat kebijakan sepihak penyelenggara. Dalam kondisi
tersebut resiko kerugian sepenuhnya dialihkan kepada konsumen, sementara pelaku usaha tetap memperoleh
perlindungan hukum terhadap tanggung jawabnya, ketimpangan ini menunjukan bahwa persetujuan elektronik tidak
selalu mencerminkan adanya kesetaraan kehendak antara para pihak, terutama dalam kontrak yang dibentuk secara
baku[28]. Transaksi elektronik yang berlangsung tanpa pertemuan langsung menurut adanya transparansi informasi
dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari pelaku usaha. Klausula no refund yang dirumuskan secara sepihak dengan
Bahasa teknis dan sulit dipahami oleh konsumen yang berpotensi mencerminkan pemanfaatan posisi dominan dalam
sistem elektronik[8].

Praktik demikian tidak sejalan dengan tujuan pengaturan transaksi elektronik yang tidak hanya berorientasi
ada keabsahan kontrak secara formal, tetapi juga pada terciptanya interaksi digital yang beretika, adil dan berimbang
bagi para pihak. Hal ini menunjukan bahwa meskipun secara formal kontrak elektronik tersebut sah, namun secara
substansi Klausula tetap harus diuji berdasarkan prinsip itikad baik dan perlindungan konsumen dalam transaksi
digital, berdasarkan analisis tersebut dapat dinilai bahwa Klausula baku no refund dalam perjanjian pembelian tiket
konser secara daring tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuanan UU ITE apabila diterapkan tanpa
mempertimbangkan keseimbangan kepentingan para pihak dan tanpa memberikan perlindungan yang memadai bagi
konsumen. UU ITE memperkuat argumentasi bahwa keabsahan Klausula no refund tidak dapat dinilai secara sempit
hanya dari aspek persetujuan elektronik, melainkan harus diuji berdasarkan prinsip itikad baik transaksi
elektronik[26].

Untuk memperjelas hasil analisis normatif terhadap keabsahan Klausula baku no refund dalam perjanjian
pembelian tiket konser secara daring ini dalam penelitian menyajikan perbandingan pengaturan Klausula baku
berdasarkan tiga rezim hukum yang relevan yaitu UUPK, KUHPerdata, dan UU ITE, penyajian dalam bentuk tabel
dimaksudkan sebagai alat bantu analisis komparatif guna menegaskan posisi hukum Klausula no refund serta
implikasi normatifnya terhadap perlindungan konsumen dan prinsip itikad baik dalam transaksi elektronik, untuk
memperjelas hasil normatif terhadap keabsahan Klausula baku no refund dalam perjanjian pembelian tiket konser
secara daring. Berikut disajikan tabel yang memuat perbandingan pengaturan Klausula baku berdasarkan ketiga
ketentuanan di atas.

Tabel 3 Analisis Perbandingan pengaturan Klausula baku no refund dalam peraturan perundang undangan

Aspek yang | UUPK (Nomor 8 KUHPerdata UUITE Kesimpulan
dianalisis Tahun 1999) (N0.11/2008) jo
(No. 19/2016)
Pengakuan Diperbolehkan Perjanjian Kontrak Klausula baku sah dan
Klausula sepanjang tidak diperbolehkan elektronik diakui diperbolehkan dalam
baku merugikan berdasarkan asas dan sah serta kontrak elektronik namun
konsumen (pasal kebebasan mengikat para tetap dibatasi
1 angka 10) berkontrak (pasal pihak (pasal 18
1338 ayat (1)) ayat (1))
Hak konsumen berhak Konsumen dapat Prinsip itikad Konsumen tetap memiliki
konsumen memperoleh menuntut ganti baik dalam hak atas pengembalian
atas kompensasi atau | akibat wanprestasi transaksi dana apa bila konser
informasi | ganti rugi (pasal 4 (pasal 1243) elektronik (pasal dibatalkan atau tidak
huruf h) 17 ayat (2)) terlaksana sesuai
perjanjian
Larangan Dilarang Klausula yang Klausula Klausula no refund yang
pengalihan mencantumkan Bertentangan sepihak yang membebaskan seluruh
tanggung Klausula yang dengan kepatutan merugikan tanggung jawab pelaku
jawab mengalihkan dan keadilan dapat | konsumen dapat usaha berpotensi
tanggung jawab dianggap tidak sah dianggap melanggar hukum
pelaku usaha (18 (pasal 1337 dan bertentangan
ayat (1) huruf a) 1339) dengan prinsip
itikad baik
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Kedudukan | Konsumen berada perjanjian baku Persetujuan Perjanjian baku dalam
konsumen | pada posisi lemah bersifat take it or elektronik tidak transaksi elektronik
dalam karena tidak dapat leave it selalu berpotensi menimbulkan
perjanjian bernegosiasi mencerminkan ketidakseimbangan hak
baku kesetaraan dan kewajiban para pihak
kehendak
Akibat Klausula yang Klausula yang Keabsahan Klausula no refund yang
hukum melanggar pasal bertentangan kontrak diterapkan secara mutlak
Klausula no 18 batal demi dengan asas elektronik tetap berpotensi dinyatakan
refund hukum (pasal 18 keadilan dapat tunduk pada tidak sah dan tidak
ayat (3)) dinyatakan tidak hukum memiliki kekuatan yang
menikat perjanjian dan mengikat bagi konsumen
perlindungan
konsumen
Kesimpulan Perlindungan Kebebasan Transaksi Klausula baku no refund
umum konsumen berkontrak dibatasi | elektronik harus dalam pembelian tiket
menjadi prioritas asas keadilan dan tetap menjamin konser daring tidak dapat
pertama itikad baik keseimbangan diberlakukan secara
para pihak mutlak karena berpotensi
melanggar itikad baik dan
keseimbangan dalam
perjanjian

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat ditemukan bahwa meskipun klausula baku diakui keberadaannya
dalam hukum positif Indonesia, penerapannya tidak bersifat absolut dan tetap dibatasi oleh prinsip itikad baik,
kepatutan, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara
tegas memberikan perlindungan paling kuat terhadap konsumen dengan melarang klausula baku yang mengalihkan
tanggung jawab pelaku usaha dan menyatakan klausula yang melanggar sebagai batal demi hukum. Sementara itu,
KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menempatkan asas itikad baik sebagai
parameter utama dalam menilai keabsahan substansi perjanjian, termasuk dalam kontrak elektronik.

Dengan demikian, secara normatif klausula baku no refund dalam perjanjian pembelian tiket konser daring tidak dapat
dinilai sah dan mengikat secara otomatis, terutama apabila klausula tersebut meniadakan hak konsumen atas ganti dan
menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan keseluruhan hasil perbandingan analisis normatif terhadap Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,
penelitian ini menemukan bahwa klausula baku no refund dalam perjanjian pembelian tiket konser secara daring
secara konsisten menimbulkan persoalan keabsahan secara substantif. Temuan ilmiah penelitian ini menunjukkan
bahwa klausula tersebut cenderung berfungsi sebagai klausula eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari
tanggung jawab hukum, sekaligus meniadakan hak konsumen atas pengembalian dana dan ganti[20].

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik kontrak elektronik dalam industri hiburan masih cenderung
mengedepankan aspek formal kebebasan berkontrak, tanpa diimbangi dengan perlindungan yang memadai bagi pihak
yang berada pada posisi lemah. Penyusunan klausula baku yang sepenuhnya dikendalikan oleh pelaku usaha,
ditambah dengan mekanisme transaksi elektronik yang berlangsung tanpa interaksi langsung, menyebabkan
penerapan asas itikad baik dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak belum berjalan secara efektif. Akibatnya,
konsumen sering kali terikat pada ketentuanan kontraktual yang tidak memberikan perlindungan yang proporsional
terhadap kepentingannya. Temuan ini menegaskan bahwa dalam perjanjian baku berbasis digital, penilaian terhadap
keabsahan klausula tidak dapat dibatasi pada keberadaan persetujuan elektronik semata. Sebaliknya, klausula tersebut
harus diuji secara substansial dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, serta tujuan perlindungan konsumen
sebagai bagian dari upaya menciptakan hubungan kontraktual yang seimbang dalam transaksi elektronik[29].

Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula No Refund

Perkembangan teknologi saat ini memudahkan masyarakat Indonesia terutama para Gen Z dalam jual beli
didunia hiburan khususnya dalam pembelian tiket konser secara daring, dari zaman dahulu sampai sekarang
penyelenggaraan konser sangat diminati, oleh karena itu adanya platform digital dan aplikasi digital saat ini sangat
memudahkan, namun dibalik kemudahan tersebut banyak kejahatan elektronik yang beredar yang menimbulkan rasa
tidak aman dan menimbulkan permasalahan hukum, khususnya pada saat terjadi pembatalan atau perubahan jadwal
konser yang akan diselenggrakan yang mengakibatkan pihak konsumen mengalami kerugian[30]. Di dalam
praktiknya konsumen umumnya berada pada posisi yang paling lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk
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bernegosiasi terhadap isi perjanjian yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha melalui sistem take it or
leave it, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban oleh pelaku usaha
dan konsumen dalam berkontrak.

Sebagai pihak yang menggunakan jasa yaitu konsumen, memiliki hak untuk memperoleh informasi yang
jelas, jujur dan transparanmengenai syarat transaksi, termasuk ketentuanan mengenai pengembaian dana atau refund,
jadi apabila konser dibatalkan atau tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, selain itu konsumen
juga berhak memperoleh perlindunganhukum atas kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban pelaku
usaha, oleh karena itu keberadaan Klausula baku no refund tidak dapat diberlakukan secara mutlak apabila
menghilangkan hak-hak konsumen yang dijamin dalam ketentuanan UUPK, KUHPerdata, UU ITE. Berdasarkan hal
tersebut maka perlindungan hukum konsumen terhadap Klausula no refund penting untuk menganalisis bentuk
perlindungan yang diberikan kepada konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik serta upaya
yang seharusnya dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian akibat Klausula baku secara sepihak terhadap
Klausula no refund[31].

¢.1 Upaya hukum jika konsumen dirugikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

Ketentuanan dalam UUPK No08/1999 memberikan perlindungan kepada konsumen yang mengalami kerugian
akibat tindakan pelaku usaha dalam transaksi pembelian tiket secara daring ini, di dalam praktiknya kerugian
konsumen dapat terjadi ketika konser dibatalkan atau ditunda secara sepihak atau ketika pelaku usaha tetap
memberikan Klausula baku no refund tanpa pengembalian dana maupun kompensasi yang layak, kondisi tersebut
menempatkan konsumen pada pihak yang paling dirugikan karena tidak memperoleh suatu manfaat jasa sebagaimna
diperjanjikan sehingga konsumen berhak menempuh upaya hukum untuk mendapat atau memperoleh perlindungan
serta pemulihan haknya[31]. Ketentuanan tentang upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen diatur dalam pasal 45
ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang
berada dilingkungan peradilan umum. Berdasarkan ketentuanan di atas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh
konsumen ada dua cara atau jalur yaitu jalur non litigasi dan litigasi, penyelesaian sengketa melalui non litigasi dilalui
dengan melalui negosiasi antara konsumen dan pelaku usaha, pengaduan kepada platform penjualan tiket maupun
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), jalur ini pada umumnya dipilih karena dianggap lebih
cepat, sederhana, dan tidak memerlukan biaya besar. Selain melakukan penyelesain sengketa diluar pengadilan ada
juga jalur litigasi yaitu melalui gugatan perdata apabila pelaku usaha tidak melaksanakan tanggungjawabnya[32][12].

¢.2 Upaya hukum jika konsumen dirugikan menurut KUHPerdata

Hubungan berkontrak KUHPerdata memberikan perlindungan terhadappihak yang mengalami kerugian
akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, dalam konteks pembelian tiket
konser secara daring ini hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan kontraktual yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sebagai konsumen memiliki kewajiban melakukan
pembayaran dalam pembelian tiket sedangkan sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan
konser sesuai dengan ketentuanan yang telah diperjanjikan diawal, apabila palaku usaha tidak melaksanakan
kewajibannya seperti melakukan pembatalan konser secara sepihak tanpa melakukan pengembalian dana atau refund
atau kompensasi yang layak maka tindakan tersebut dapat dikatagorikan sebagai wanprestasi[33].

Dasar hukum mengenai wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa
penggantian biaya kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila pihak yang
berutang setelah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya, berdasarkan pasal tersebut konsumen yang
dirugikan akibat pembatalan penyelenggaraan konser atau tidak terpenuhinya hak dari jasa hiburan dapat mengajukan
tuntutan ganti kepada pelaku usaha, bentuk dari ganti yang diberikan kepada konsumen oleh pelaku usaha dapat
berupa pengembalian dana dari tiket yang telah dibeli oleh konsumen, penggantian kerugian materil, atau kompensasi
lain yang timbul akibat tidak terlaksanannya acara konser sesuai dengan yang dijanjikan diawal. Selain itu
perlindungan terhadap konsumen juga dapat dianalisis berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang
menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilakukan atau dilaksanakan dengan itikad baik, transaksi pembelian tiket
secara daring sebagai pelaku usaha tidak boleh menggunakan Klausula baku no refund untuk menghindari tanggung
jawab secara sepihak, terutama apabila pembatalan konser terjadi karena kelalaian atau keputusan oleh pihak
penyelenggara sendiri. Selanjutnya di dalam ketentuanan pada pasal 1339 KUHPerdata juga menyatakan bahwa
perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas sudah tercantumkan dalam kontrak tetapi juga
terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.
Dengan demikian meskipun di dalam kontrak Klausula no refund, konsumen tetap memiliki hak untuk menuntut
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pengembalian dana apabila sebagai pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya yang menimbulkan kerugian bagi
konsumen[34].

¢.3 Upaya Hukum Jika Konsumen Dirugikan menurut ketentuanan Undang-Undang Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 jo 19/Thn2016 Tentang Transaksi Elektronik

Ketentuanan dalam UU ITE No11/2008 sebagaimana telah diubah menjadi N019/2016 memperikan
perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi elektronik khusus nya di dalam pembelian tiket
konser secara daring ini yang di dalam praktiknya merupakan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen
dalam transaksi elektronik menimbulkan dan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan atau di dasari
dengan itikad baik, apabila sebagai konsumen mengalami kerugian akibat perubahan jadwal atau pembatalan
penyelenggaraan acara secara sepihak yang menerapkan Klausula no refund dan tindakan tersebut merugikan
konsumen, maka sebagai konsumen dapat menempuh upaya hukum berdasarkan ketentuanan di dalam UUITE,
UUPK, serta ketentuanan hukum perdata lainnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik[30]. Salah satu bentuk
upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu dengan mengajukan atau keberatan kepada pelaku usaha
maupun platform digital penyedia layanan tiket elektronik, berikut berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha yang
telah diatur di dalam ketentuanan pasal 9 UUITE yang mewajibkan pelaku usaha tidak bertindak sesuka hati atau
wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan transparan mengenai syarat di dalam perjanjian mengenai
produk yang ditawarkan di dalam sistem elektronik. Apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi secara jelas
maka tindakan tersebut dapat dikatakan atau dianggap bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam transaksi
elektronik sebagaimana diatur di dalam pasal 17 ayat (2) UUITE. Selain itu sebagai pihak yang paling dirugikan yaitu
konsumen, dapat menggunakan alat butkti untuk menuntut hak nya berupa dokumen elektronik yang disebutkan
dalam ketentuanan pasal 5 ayat (1) UUITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik
beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, di dalam praktik pembelian tiket konser secara daring bukti
seperti e-tiket, bukti pembayaran elektronik, email konfirmasi atau tangkapan layar syarat dan ketentuanan, maupun
riwayat transaksi dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.
Adanya pengakuan bukti elektronik, konsumen memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan ganti atau
pengembalian dana ketika apabila sebagai pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dalam transaksi
elektronik[24][26].

VIl. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keabsahan Klausula baku no refund dalam perjanjian elektronik
dengan pembelian tiket konser secara daring, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Klausula baku pada dasarnya
diperbolehkan dalam praktik transaksi elektronik dan diakui keberadaannya, namun Klausula baku no refund yang
diterapkan secara mutlak dan sepihak berpotensi bertentangan dengan ketentuanan hukum yang berlaku apabila
menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh pengembalian dana atau kompensasi ketika konser dibatalkan dan
ditunda atau tidak terlaksana sesuai dengan perjanjian awal. Dilihat dari UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Klausula no
refund yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab dan menghilangkan hak konsumen atas ganti
bertentangan dengan pasal 4 pasal 7 dan pasal 8, konsumen tetap memiliki hak untuk memperoleh informasi yang
jelas, perlindungan hukum serta kompensasi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak awal. Oleh karena
itu Klausula baku yang mengalihkan seluruh resiko kepada konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak
memiliki kekuatan mengikat. Ditinjau dari KUHPerdata perjanjian pembelian tiket konser secara daring pada
prinsipnya telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, namun
keberadaan Klausula baku no refund tetap harus diuji berdasarkan asas itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan para
pihak sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1338 dan pasal 1339 KUHPerdata, Klausula yang menyebabkan
ketidakseimbangan hak dan kewajiban serta menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan berpotensi dinilai
tidak sah atau mengikat secra hukum, selain itu apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dalam
penyelenggaraan konser, maka tindaka tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang memberikan hak
kepada konsumen untuk menuntut ganti. Selanjutnya berdasarkan UU ITE No0.11/2008 jo N0.19/2016 disebutkan
bahwa pembelian tiket konser secara daring merupakan bentuk transaksi elektronik yang sah dan mengikat para pihak,
namun persetujuan elektronik tidak serta merta melegitimasi seluruh isi Klausula baku ketika substansinya merugikan
konsumen, ketentuanan di dalam UU ITE menekankan pentingnya prinsip itikad baik, transparansi serta tanggung
jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan hasil keseluruhan dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kalusa baku no refund dalam
perjanjian pembelian tiket konser secara daring tidak dapat diberlakukan secara mutlak, keabsahan Klausula tersebut
harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen seperti asas itikad baik, kepatutan dan keseimbangan hak
dan kewajiban para pihak dalam berkontrak atau di dalam perjanjian, oleh karena itu diperlukan penerapan Klausula
yang lebih adil dan proporsional agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi konsumen
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maupun pelaku usaha dalam transaksi elektronik disektor hiburan.
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